BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penelitian yang menggunakan pendekatan gabungan yakni penelitian kulitatif
dan penelitian kuantitatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Tangerang melalui

prespektif administrasi negara ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa;

1. Pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Tangerang belum sesuai dengan tujuan sistem Pemasyarakatan hal ini
disebabkan oleh kebijakan pembinaan narapidana korupsi mencakup
ketatalaksanaan, substansi pembinaan dan perubahan perilaku yang
belum sesuai dengan proses Pemasyarakatan dan kebutuhan narapidana
korupsi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan adalah
ketiadaan regulasi dan kebijakan yang mengatur pola pembinaan khusus
narapidana korupsi, instrumen dan ketatalaksanaan administratif yang
belum progresif mendorong perubahan perilaku sebagai tujuan
pembinaan dan terbatasanya kualitas pengetahuan dan pemahaman
petugas terkait pembinaan yang sesuai kebutuhan narapidana korupsi.
Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan terletak
pada aspek ketatalaksanaan dan substansi kebaruan program pembinaan
sedangkan aspek penentu dalam keberhasilan program terletak pada
adanya perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan
sekaligus merupakan wujud konkrit pembangunan manusia dalam
konteks administrasi negara. Dengan demikian baik faktor pendukung
maupun faktor penentu dalam penyelenggaraannya tidak dapat
dipisahkan melainkan dilihat dalam satu kesatuan proses pemberdayaan
yang berkesinambungan

2. Pemberdayaan dapat dijadikan model dalam pembinaan narapidana
korupsi melalui penyempurnaan empat aspek pembinaan yakni
pertama; memperkuat ketatalaksanaan pembinaan mencakup penelitian

kemasyarakatan (Litmas), perencanaan pembinaan, pelaksanaan
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pembinaan, penilaian pembinaan narapidana dan pengakhiran
pembinaan. Kedua; Metode pemberdayaan narapidana memasukan
substansi pembinaan yang lebih relevan, baik pada kegiatan kepribadian
dan kemandirian. melalui penguatan kapasitas, penguatan psikologis
dan  penguatan partisipasi narapidana korupsi. Ketiga; Metode
pemberdayaan menitikberatkan pada perubahan perilaku sebagai
ukuran keberhasilan dari pembinaan narapidana korupsi dengan
memasukan aspek perubahan perilaku (narapidana sebagai subjek)
selain indikator keaktifan mengikuti kegiatan dan indikator tidak
melanggar tata tertib (narapidana sebagai objek) dan keempat; pada
aspek reintegrasi sosial metode pemberdayaan lebih mendorong
narapidana korupsi untuk lebih sadar dan bertanggungjawab atas
perbuatannya dengan melakukan tindakan tindakan aktif dengan
memaksimalkan sumberdaya yang dimilikinya melalui keberlanjutan
program pembinaan yang dilakukan selama berada di bawah bimbingan

Balai Pemasyarakatan

B. Saran

Ada 2 jenis saran yang teridentifikasi dalam penelitian ini yakni saran yang
terkait dengan kebijakan, dan saran yang terkait dengan penelitian lanjutan. Adapun
saran berdasarkan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Perludilakukan penyesuaian muatan pengaturan kebijakan dan regulasi
formal dalam peraturan perundang-undangan yakni :

a. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
berdasarkan ketatalaksanaan, substansi dan perubahan perilaku
narapidana sesuai metode pemberdayaan yang mengacu pada
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Mengacu pada penelitian ini metode pemberdayaan sebagai model
pembinaan dapat diperluas implementasinya untuk tindak pidana

lainnya tidak hanya narapidana korupsi namun diterapkan bagi
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narapidana lainnya. Selain itu implementasi pemberdayaan
narapidana ini tidak diskriminatif dan berprespektif gender sesuai
peraturan perundang-undangan.

Materi yang terkait dengan ketatalaksanaan pemberdayaan yang
mencakup Penelitian Kemasyarakatan, Perencanaan Pembinaan,
Pelaksanaan Pembinaan, Penilaian Pembinaan dan Pengakhiran
Pembinaan perlu diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri
Hukum dan HAM serta diatur secara mendetail dari aspek
ketatalaksanaan, aspek substansi pemberdayaan, dan aspek
perubahan perilaku dalam Standar Operasional Prosedur
Pemberdayaan Narapidana.

Materi yang terkait dengan substansi program pembinaan yang
mencakup program penguatan kapasitas dengan kegiatan
optimalisasi kualifikasi, kompetensi dan modal narapidana korupsi,
program penguatan psikologis melalui kegiatan pengembangan
kemampuan intra personal, interaksional dan perilaku serta program
peningkatan partisipasi melalui kegiatan pengambilan keputusan
dan pelaksanaan kegiatan agar diatur secara terinci sebagai pola
pembinaan narapidana korupsi yang dijadikan sebagai pedoman
pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan. Dalam
pelaksanaannya narapidana korupsi ditempatkan sebagai subjek
pembinaan bukan sekedar objek pembinaan.

Perubahan perilaku narapidana menjadi tujuan dalam sistem
pemasyarakatan oleh sebab itu substansi pengaturan yang terkait
perubahan perilaku harus dinyatakan secara jelas dalam kebijakan
dan regulasi dalam peraturan Pemerintah juga Peraturan Menteri
Hukum dan HAM mencakup pengembangan kepercayaan diri,
pemberdayaan diri dan orang lain, redifinisi diri dan peran,
pengalaman dan perspektif baru, pola aksi baru, inovasi baru,
implementasi kegiatan, pembelajaran dan pertumbuhan yang

dijadikan sebagai indikator perubahan perilaku yang dapat diukur.
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Oleh sebab itu perlu disusun instrumen perubahan perilaku
narapidana korupsi berbasis metode pemberdayaan dalam peraturan
dimaksud.

2. Agar metode pemberdayaan sebagai model pembinaan narapidana
korupsi dapat diterapkan secara efektif dan berorientasi perubahan
perilaku melalui proses pemberdayaan atau substansi pemberdayaan
yang terdiri dari proses penguatan kapasitas, proses penguatan
psikologis dan proses pengembangan partisipasi serta diselenggarakan
melalui tata kelola dalam manajemen ketatalaksanaan, maka di Lapas
Kelas 1 Tangerang diperlukan pembenahan yang terkait dengan:

e Organisasi dan tata laksana pada lembaga pemasyarakatan,
sehingga akan jelas dan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab dari masing-masing tahapan pelaksanaan pemberdayaan
sebagai model pembinaan narapidana korupsi.

e Sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan yang
memiliki kualifikasi keahlian dan kompetensi yang memadai
untuk menyelenggakan model pembinaan narapidana korupsi.

e Disposisi yang merupakan komitmen dan respon pelaksana
kebijakan yang mengetahui dan memahami apa yang akan
dilakukan untuk melaksanakan metode pemberdayaan sebagai
model pembinaan narapidana korupsi .

e Komunikasi merupakan faktor sangat menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dari pelaksanaan metode pemberdayaan
sebagai model pembinaan untuk mewujudkan perubahan
perilaku narapidana korupsi.

3. Terkait dengan penelitian lanjutan kedepan dalam prespektif
pemberdayaan sebagai model pembinaan tentu saja masih diperlukan
pendalaman;

a. Penelitian pada aspek keorganisasian diantaranya mencakup
kualifikasi dan kompetensi sumber daya petugas pembinaan,
program bimbingan lanjutan di Bapas dan kontek bimbingan
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klien  narapidana  korupsi dan  bagaimana  pola
pengintegrasiannya dengan masyarakat termasuk
penyempurnaan kebijakan dan tata kelola di level after care
pasca narapidana menyelesaikan proses bimbingan
kemasyarakatan.

Penelitian mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi
kebijakan pemberdayaan narapidana korupsi agar lebih efektif
dan efisien dalam penerapanya. Sebagaimana diketahui
bersama latar belakang filosofis Pemasyarakatan di bangun
atas dasar kesejahteraan manusia dengan latar belakang
keterbatasan ekonomi, oleh sebab penting untuk melakukan
penelitian etnografi guna mendalami kembali filsafat
pemasyarakatan sesuai dengan perkembangan kekinian karena
saat ini kejahatan dilakukan tidak semata karena alasan

ekonomi tetapi alasan eksistensi dan ideologi.
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